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Fembusa

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,
maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal
demi hukum.

Sezala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusar
ini yane dapat merugikan kewibawazan pemerintah baik sengaja maupun
tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

Tidak dibenarkan mengalitkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun scbelum adanya persetujuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor

Keputusan int mulal bertaku pada vangeal ditetapkan
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1_¥th.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. ¥th, Bupati Bagor melatui Sckretaris Dacrah Kabupaten Bogor:
¥l Ketwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor.

3

4 Yth, Camat Kec.amatan Klapanunggal
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kee

. ¥ih Kepala Desa/Kelurahan Cik

n Klapanunggal,
wiripan Kecamatan Klapsnunggal




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. | Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor - 421 1 /95 Disdik/201 1

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USLA DINI
PAUD 1ZZATUL JANNAN
K IPAL A AR RT 9 RAW D8

CIRATTURIPAN. KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KABLPATEN BOGOR

DESAVEELURAILA?

KEFALA DINAS PENDIDIRAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang ©oa Bahuwa dalem upis meningkatkan dan pemerataan pendidikin

kepada  masyarakat  serta mewujudkan  pelaksanaan pendidikan

usiadim. perhn memberikan izin Operasional  Penyele

Pendidikan Amik Usia Dini ¢ PAUD TZZATUL JAD

berfokasi di Kp. Paiahlar RUI9 Rw.08 Desa/Keluralian Cikahurip

Recamatan Kiapanuageal Kabupaten Bogor
B Babwa bordasarkan pemmibangan sebagaimana dimaksud dalam hose
A perle menetaphan heputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Lain
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD IZZATUL JANNATI
yang  berlokasi i Kp. Palahlar R.19 Rw.08 Desa/Kelurahan
Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
Mengingal I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Dacrah

Kabupaten datam 1. ungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomar 8,

2 Undang-lindang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional { Lembaan Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3390y,

3 Undang-Undieng No 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional

Pasal 28



MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

KEDUA

6

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sckolah,

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1950 tentang
Pendidikan Pra Sekolah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor = 58

Tahun 2009 tentang Siandar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupuien Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Orgamsas:  Perangkal Daerah {  lLembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 ),

Peraturan Daerab Kabupaien Bogor Nomor - 11 Tahun 2008, tentang

Pembentukan Urg din Tuta Kerja Dinas Pendidikan Kabupiten

Bogor (Lembaray

Fahun 2008 Nomor 1)

Keputusan  Bupatr Bogor  rentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Lokinmen Administasi Pelayanan Umum Kepa

Kepala  Dinas Pendidikan Nomor  61/1B8/Kpts/Huk/2005 {anggal
30 Mei 2005,

O

| dari Penve

PAUD lzzatul Jannah tangeal 15 Oktober 2011 Nomor PAUD-
/107201 1, Perihal Permabonan ljin Oprasional PAUD
Penilaian Uji Kelavakan vang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum

Dinas Pendidiken Kecamaan Klapanungeai 16 Nopember 201 1

Memberikan [zin Operasional Penyelenggaraan ke;

Nama PAUD @ lzzatul Jannah
Alamat .. . Kp. Pataklar R.19 Rw.08
Desa/Kel : Cikahuripan

Kecamatan  : Klapanunggal

Pemberian 1zin schagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang memenuhi semua ketenluan pecaturan perundang-undangan

vang berlaku dan wajil melakukan daftar ulang { Her Registrasi )

setiap awal talun pelaja

an Kepada Kepala Dinas Pendidikan .



